
 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian  

Manusia sebagai makhluk individu juga makhluk sosial senantiasa 

dihadapkan kepada berbagai persoalan atau masalah yang dijumpai hampir di setiap 

sisi kehidupannya. Masalah atau tantangan tersebut sering berganti dan membutuhkan 

solusi, semua bentuk persoalan atau masalah tersebut menuntut adanya pengambilan 

kebijakan yang tepat dari sejumlah alternatif pemecahan agar semua yang 

direncanakan dapat tercapai secara optimal. Begitu pula halnya posisi dan kedudukan 

seseorang, baik dalam organisasi maupun lembaga, terkait dengan  tugas-tugas dan 

tanggungjawab yang harus dilaksanakan, seringkali pula dihadapkan kepada 

kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan yang harus diambil secara tepat agar 

roda organisasi beserta administrasinya dapat berjalan dengan baik dan lancar.  

Pengambilan kebijakan dalam sebuah organisasi lembaga Pendidikan 

tentunya akan sesuai dan harus sejalan dengan yang menjadi tugas pokok dan fungsi 

yang telah digariskan. Kebijakan dan pengambilan keputusan dalam lembaga 

pendidikan Islam secara substantif tidak terlalu jauh berbeda dengan teori-teori 

kebijakan dan pengambilan keputusan yang ada. Hanya saja kebijakan dan 

pengambilan keputusan dalam pendidikan Islam lebih mengacu kepada prinsip-

prinsip yang telah digariskan dalam Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW. 

Pengambilan kebijakan dalam organisasi lembaga Pendidikan Islam lebih 

mengutamakan konsep-konsep Islam yaitu menganut pada Al-Quran sebagai sumber 

hukum tertinggi dan dibarengi dengan hadits juga sumber hukum islam yang lainnya.  

Tahapan dalam pengambilan kebijakan publik termasuk dalam bidang 

pendidikan tentu memerlukan dan melibatkan tahapan juga sumber daya manusia di 

dalamnya. Proses dalam pembuatan kebijakan menurut William Dunn 

mengilustrasikan secara rinci 

fase-fase dan karakteristik pembuatan kebijakan itu. Fase pertama, adalah 

penyusunan agenda, karakter fase ini misalnya para pejabat yang dipilih dan diangkat 

menempatkan masalah pada agenda publik. Fase kedua adalah formulasi kebijakan, 

karakter fase ini misalnya para pejabat merumuskan alternative kebijakan untuk 



 

 

mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah 

eksekutif, keputusan peradilan dan tindakan legislatif. Fase ketiga adalah adopsi 

kebijakan, karakter fase ini misalnya alternatif kebijakan yang diadopsi dengan 

dukungan dan mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur lembaga, atau 

keputusan peradilan. Fase keempat adalah implementasi kebijakan, karakter fase ini 

misalnya kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang 

memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Dan fase terakhir adalah 

penilaian kebijakan, karakter fase ini misalnya unit-unit pemeriksaan dan akuntansi 

dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif dan 

peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan 

pencapaian tujuan.  

Tahapan dalam pembuatan kebijakan tersebut tidak lepas dari proses 

hubungan manusia satu dengan yang lainnya juga tujuan yang satu dengan yang 

lainnya yang terbentuk dalam sebuah organisasi. Menurut Edgar A. Schein 1 

menyatakan bahwa organisasi adalah koordinasi sejumlah kegiatan manusia yang 

direncanakan untuk mencapai tujuan bersama melalui pembagian tugas dan fungsi 

serta serangkaian wewenang dan tanggung jawab sebagai anggota organisasi. 

Panlayakim mengatakan bahwa organisasi adalah bentuk setiap penggabungan 

manusia untuk tujuan bersama. Dengan kata lain organisasi adalah kumpulan manusia 

yang memiliki kepentingan yang sama, karena keterbatasan sumber yang mereka 

miliki masing-masing, kemudian mereka mengingatkan diri dalam suatu kerja sama 

pembagian tugas masing-masing yang jelas dalam mencapai tujuan bersama guna 

meraih kepentingan masing-masing. 2  

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan pendidikan adalah 

implementasi kebijakan yang hanya dianggap sebagai pelaksana keputusan. Tahapan 

Implementasi menjadi penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti jika tidak 

dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain, implementasi 

merupakan tahapan pada saat suatu kebjakan dilaksanakan secara maksimal sehingga 

dapat mencapai tujuan kebijakannya.  

 
1 Edgar A. Schein, 1992, Organizational Pschology, Alih Bahasa Nurul Iman, Pustaka Binaman  Presindo, 

hlm 17  
2 Ahmad Rusdiana, Pengembangan Organisasi Lembaga Pendidikan, Bandung, Cv Pustaka Jaya, 2016, hlm 

47-48 



 

 

Dua perspektif awal dalam studi implementasi berdasarkan pertanyaan sejauh 

mana implementasi terpisah dari formulasi kebijakan, yaitu apakah suatu kebijakan 

dibuat oleh pusat dan diimplementasikan oleh daerah (top-down) atau kebijakan 

tersebut dibuat dengan melibatkan aspirasi dari bawah termasuk yang akan menjadi 

pelaksananya (bottom-up)? Persoalan ini hanya merupakan bagian dari permasalahan 

yang lebih luas, yaitu bagaimana mengidentifikasi gambaran-gambaran dari suatu 

proses yang sangat kompleks, dari berbagai ruang dan waktu, serta beragam aktor 

yang terlibat di dalamnya. 3 

Langkah panjang dari suatu proses kebijakan bermuara pada bagian 

implementasi kebijakan itu sendiri. Sejatinya, proses implementasi kebijakan menjadi 

penentu akhir yang paling penting atas keseluruhan pembuatan kebijakan, termasuk 

dalam bidang pendidikan. Artinya, sebagus apapun rumusan dan formulasi kebijakan 

yang dihasilkan, menjadi tidak berarti manakala formulasi itu tidak dilanjutkan 

dengan proses implementasi. Oleh sebab itu, sesederhana apapun untuk tidak 

mengatakan jelek atau buruk rumusan dan formulasi kebijakan, jika dilaksanakan 

maka akan memiliki nilai manfaat.  

Implementasi kebijakan merupakan bagian dari proses pembuatan kebijakan 

(policy making process). Seperti dinyatakan Hasbullah (2015), bahwa proses 

pembuatan kebijakan merupakan proses politik yang berlangsung dalam tahap-tahap 

pembuatan kebijakan politik, dimana aktivitas politis ini dijelaskan sebagai proses 

pembuatan kebijakan, dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling 

bergantung satu sama lainnya, diatur menurut urutan waktu, seperti penyusunan 

agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian 

kebijakan.  

Senada dengan pendapat di atas, Dunn (2003) mengilustrasikan secara rinci 

fase-fase dan karakteristik pembuatan kebijakan itu, di mana implementasi 

merupakan bagian didalamnya. Fase pertama, adalah penyusunan agenda, karakter 

fase ini misalnya para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada 

agenda publik. Fase kedua adalah formulasi kebijakan, karakter fase ini misalnya para 

pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif 

 
3 Ahmad Rusdiana, Kebijakan Pendidikan, Bandung, Cv Pustaka Setia, 2015, hlm 7 



 

 

kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan dan 

tindakan legislatif. Fase ketiga adalah adopsi kebijakan, karakter fase ini misalnya 

alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dan mayoritas legislatif, 

konsensus di antara direktur lembaga, atau keputusan peradilan. Fase keempat adalah 

implementasi kebijakan, karakter fase ini misalnya kebijakan yang telah diambil 

dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya  

finansial dan manusia. Dan fase terakhir adalah penilaian kebijakan, karakter fase ini 

misalnya unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan 

apakah badan-badan eksekutif, legislatif dan peradilan memenuhi persyaratan 

undang- undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.  

Implementasi kebijakan dapat di simpulkan adalah tahapan ketiga setelah 

tahap perumusan masalah kebijakan serta tahap formulasi dan adopsi kebijakan. 

Urutan berikutnya setelah tahap implementasi adalah tahap monitoring dan tahap 

evaluasi. Penentuan isi dan urutan tahapan proses kebijakan sendiri tidak bersifat 

statis. Perbedaan urutan dan isi dapat disebabkan oleh perbedaan perspektif dan teori 

yang digunakan dalam pengambilan kebijakan. Dengan demikian, penentuan ini 

berkembang secara dinamis sesuai dengan keragaman situasi dan kondisi yang 

dihadapi, misalnya meliputi keragaman stratifikasi kebijakan, jenis kebijakan dan 

lingkungan kebijakan (Hasbullah, 2015).  

Berkaitan dengan keragaman dan perbedaan perspektif atau teori pengambilan 

kebijakan misalnya dapat ditelusuri dalam tulisan Anderson (2000) yang 

mengemukakan bahwa terdapat tiga teori utama yang dapat digunakan dalam proses 

pembuatan sebuah kebijakan yaitu: 

(1) Teori rasional-komprehensif merupakan teori yang intinya mengarahkan 

agar pembuatan sebuah kebijakan publik dilakukan secara rasional-komprehensif 

dengan mempelajari permasalahan dan alternatif kebijakan secara memadai.  

(2) Teori incremental adalah teori yang intinya tidak melakukan perbandingan 

terhadap permasalahan dan alternatif serta lebih memberikan deskripsi mengenai cara 

yang dapat diambil dalam membuat kebijakan.  



 

 

(3) Teori mixed scanning yaitu teori yang intinya menggabungkan antara teori 

rasional-komprehensif dengan teori inkremental. 

Keragaman stratifikasi kebijakan misalnya dengan adanya kebijakan makro 

dan mikro (Hasbullah, 2015); kebijakan sentralistik dan desentralisasi (UU No 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah); kebijakan tingkat pusat dan kebijakan 

tingkat daerah; serta dapat pula dengan adanya kebijakan tingkat nasional (national 

policy level), tingkat umum (general policy level), tingkat khusus (special policy 

level) dan tingkat teknis (technical policy level) (Imron, 2008). Adapun keragaman 

jenis kebijakan seperti kategorisasi yang dikemukakan oleh Anderson (2000) meliputi 

substantive policies, procedural policies, distributive policies, redistributive policies, 

regulatory policies, self- regulatory policies, material policies, symbolic policies, 

collective good policies, private good policies, liberal policies, dan conservative 

policies. 

Anderson (2000) juga mengemukakan enam kriteria yang harus 

dipertimbangkan dalam memilih kebijakan, yaitu: nilai- nilai yang dianut baik oleh 

organisasi, profesi, individu, kebijakan maupun ideologi; afiliasi partai politik; 

kepentingan konstituen; opini publik; penghormatan terhadap pihak lain; serta aturan 

kebijakan. Bahkan secara umum, para pakar ilmu politik melakukan kategorisasi jenis 

kebijakan ini kedalam kategori substantif (misalnya pendidikan,perburuhan, 

kesejahteraan sosial, hak-hak sipil), kategori kelembagaan (misalnya legislatif, 

yudikatif, departemen), dan kategori kebijakan menurut kurun waktu tertentu 

(misalnya kebijakan masa Reformasi, Orde Baru, dan Orde Lama). Keragaman 

lingkungan kebijakan seperti keragaman aspek sosial, politik, ekonomi dan budaya; 

lingkungan geografis dan lingkungan demografis; serta keragaman lainnya yang 

memiliki variabel- variabel relevan dengan konteks keragaman lingkungan kebijakan. 

Proses tersebut perlu dijadikan catatan dan perhatian bagi pengambil 

kebijakan adalah bahwa seluruh tahapan itu merupakan rangkaian proses yang saling 

berkesinambungan, tahapan yang satu dengan tahapan yang lainnya saling terkait dan 

tidak bisa dipisahkan. 



 

 

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah 

organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan 

kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk 

berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.4 

Persatuan iUmmat iIslam i(PUI) isebagai iOrganisasi iMasyarakat iIslam idi 

iNegara iRepublik iIndonesia, isebagai iperhimpunan iyang iberasaskan iIslam idengan 

ipedoman iAl-Qur’an idan iSunnah, idengan ipegangan iAl-Intisab idan ibertujuan 

imewujudkan ipribadi, ikeluarga, imasyarakat, iNegara idan iperadaban iyang idiridhai 

iAllah, itelah imenyelenggarakan ilembaga ipendidikan, ibaik iformal, inon iformal iatau 

iinformal. iLembaga ipendidikan iPersatuan iUmmat iIslam iyang itelah ididirikan isejak 

iawal itelah iberperan idalam imembangun idan imengembangkan inilai-nilai iIslam idan 

ipengetahuan. i 

Sejalan idengan ikemajuan ipembangunan ibangsa idan idalam imenghadapi 

itantangan ikompleksitas ikehidupan iummat idan ipersaingan iglobal imaka iperlu 

imengembangkan ilembaga ipendidikan iformal idengan imemperluas iprogram istudi 

idan idisiplin iilmunya, imeningkatkan ikualitas iakademiknya, iserta imengembangkan 

ibentuk idan ijenjang iperguruan itinggi imenjadi iuniversitas. iSehubungan idengan ihal-

hal itersebut idan imenjalankan iperbaikan ipendidikan idari ipara ipendiri iPersatuan 

iUmmat iIslam ijuga isebagai ipahlawan ibangsa iyaitu iKH. iAbdul iHalim idan iKH. 

iAhmad iSanusi imaka ididirikan ilembaga ipendidikan itinggi idi ilingkungan iPersatuan 

iUmmat iIslam idengan ipengembangan idalam ibentuk iUniversitas, idengan inama 

iUniversitas iHalim iSanusi iPersatuan iUmmat iIslam idi iBandung iJawa iBarat. i 

Setiap iperguruan itinggi ibaik iswasta imaupun inegeri ipasti imemiliki ikearifan 

iloka itersendiri idalam iimplementasi ikebijakan idan itujuan idari iperguruan itinggi 

itersebut. i iKekhasan isebuah iPerguruan iTinggi iyang ipaling imudah idapat idilihat idari 

idari ivisi idan imisi iyang idiusungnya. iVisi idan imisi idirumuskan idengan imelihat 

irealitas imasa isekarang idan imeneropong ikebutuhan imasa idatang. iLebih ijauh idari iitu, 
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 iPasal i1 iayat i(1) iUndang-undang iRepublik iIndonesia inomor i16 iTahun i2017 itentang iOrganisasi 

iKemasyarakatan i 



 

 

ivisi idan imisi idibuat idengan imenggunakan ilandasan ifilosofis itentang ikeaadan iideal 

iyang idiharapkan ipada imasa idepan. 

Universitas iHalim iSanusi iPersatuan iUmmat iIslam i( idisingkat iUHS iPUI 

iBandung) imempunyai ivisi iyang ijelas idan iberbeda idengan iperguruan itinggi iyang 

ilain. iKampus iUHS iPUI iBandung iini imemiliki ivisi i: iMenjadikan iPerguruan iTinggi 

iyang iberkualitas idan iunggul iyang imengintegrasikan iilmu iagama iislam idengan iilmu 

ipengetahuan, iteknologi idan iseni idi itingkat inasional ipada itahun i2030. iDengan ivisi 

iini, iparadigma ikeilmuan iUHS iPUI iBandung ibersifat iterintegrasi imendalami iilmu 

iagama iislam idan iilmu ipengetahuan ijuga iteknologi idan iseni. iPemahaman iIntegrasi 

idi iUHS iPUI iBandung isecara itata ikelola idan ipenjabaran idalam ipraktik ikegiatan 

ibelajar imengajar ibelum iterimplementasikan idengan ibaik, iselain iitu ikondisi icivitas 

iakademika iUHS iPUI ibelum ibisa iajeg ikarena ikondisi ikampus iyang ibaru idan ibanyak 

iperubahan istruktur ipimpinan ibaik iitu iBPH i( iBadan iPengurus iHarian i) iatau ijajaran 

iRektorat idan ipara ipembantunya isampai ipada ijajaran iKetua iProdi. iUHS iPUI 

iBandung imerupakan iprogram ipendidikan itinggi iPUI iyang iberkembang idengan 

ipendirian iUniversitas ipada itanggal i17 iOktober i2014 iM ibertepatan idengan itanggal 

i23 iDzulhijjah i1435 iH isesuai idengan iizin ipendirian iberdasarkan ikeputusan iMenteri 

iPendidikan idan iKebudayaan iRepublik iIndonesia iNomor i606/E/0/2014 i(Statuta 

iUHS iPUI iBandung iBab iIV iTanggal iPendirian iPasal i8 iayat i4). i 

Lembaga ipendidikan iadalah iorganisasi iyang ibertujuan imengembangkan 

ipotensi iyang idimiliki imanusia iagar imampu imenjalankan itugas ikehidupannya ibaik 

isecara iinvidual imaupun isebagai ianggota imasyarakat. iKegiatan iuntuk 

imengembangkan ipotensi iitu iharus idilakukan isecara iberencana, iterarah, idan 

isistematik iguna imencapai itujuan itertentu. iUntuk iitu, idiperlukan isuatu iorganisasi 

ilembaga ipendidikan. iPada iera iglobal, ilembaga ipendidikan iharus imampu imencetak 

ipemimpin iyang itangguh idan iberkualitas. iJuga iharus imendaptkan ioutput ilembaga 

ipendidikan iyang idapat imenciptakan icorporate iculture, isehingga idapat 

imenyesuaikan idiri idengan inorma-norma iyang iberlaku idan ipada igilirannya itumbuh 

ikreativitas idan iinisiatif, isehingga imemunculkan ipeluang ibaru i
5 

Pengambilan ikebijakan imerupakan ihal iyang isangat iurgen ibagi isetiap iorang 

iterutama ibagi ipara ipimpinan iatau imanajer. iHal iini ijuga itidak ilepas iakan ibergantung 

 
5

 iIbid, ihlm i67-68 



 

 

ipada iproses ipolitik idi idalamnya, iyaitu iseni ijuga ikepentingan idalam imemutuskan 

isebuah ikebijakan. i iEksistensi iseorang ipemimpin idalam ikepemimpinannya idapat 

idilihat idari iberbagai ibentuk ikebijakan idan ikeputusan iyang idiambilnya. iSeorang 

ipimpinan iatau imanajer iyang iefektif iadalah ipimpinan iatau imanajer iyang imampu 

imembuat ikebijakan idan imengambil ikeputusan iyang irelevan. iNawawi i(1993: i55-56) 

imengatakan ibahwa iorganisasi ihanya iakan iberfungsi ijika ipara ipemimpin imemiliki 

ikemampuan imengambil ikeputusan idan imemerintahkan ipelaksanaannya ikepada 

ianggota iorganisasi isesuai idengan ibidang itugas idan itanggung ijawabnya.6 

Menurut iDemetrus iLatridis iKebijakan iadalah ibentuk iproduk iyang 

imemungkinkan imasyarakat idapat ihidup idengan iteratur idan isaling ikebergantungan 

isecara isimbiosis imutuslisme. iKebijakan itidak imemihak iterhadap ikepentingan isalah 

isatu iorang iatau ikelompok. iKebijakan iyang idibuat imemberikan ipeluang ikepada 

isetiap iorang iuntuk ibekerja idan imemberikan ikontribusi iyang ibermanfaat ibagi 

idirinya idan iorang ilain. i
7 

Kebijakan idalam ibidang ipendidikan iadalah iupaya iuntuk imengatur ipendidikan 

isehingga imemungkinkan isetiap ianggota iorganisasi ipendidikan idapat imasuk 

ikedalamnya idan isetiap iorang imemperoleh iperlakuan iyang isama idan iseimbang 

isesuai idengan ikapasitas imasing-masing. i 

Secara iskematis ikebijakan idalam ibidang ipendidikan ijuga itidak iterlepas idari 

ikekuasaan isecara ipolitis. iAkan itetapi, ititik iakhir ipendistribusaian ikekuasaan imelalui 

ikebijakan iyang idikeluarkan iadalah iupaya iuntuk imengalokasikan ikekuasaan ipada 

ititik ikelompok iterendah iuntuk imerasakan idan imemiliki iproduk ikebijakan iyang 

idihasilkan isebagai ibagian idaripada idirinya/kelompok iyang isecara iutuh. i
8 

Kebijakan idan ipengambilan ikeputusan iadalah idua iunsur iyang isaling iberkaitan 

idan itentunya itidak iada iluput idan idipisahkan idari iproses ipolitik, itidak ibisa 

idipisahkan isatu isama ilain. iKebijakan iadalah isesuatu iyang ilebih ibersifat iteoretis, 

isedangkan ipengambilan ikeputusan ilebih ibersifat ipraktis. iTindakan ipengambilan 

ikeputusan iyang itidak ididasarkan ipada iteoretis idapat imengurangi inilai ikeilmiahan 

 
6

 iAhmad isabri, iKebijakan idan iPengambilan iKeputusan idalam iLembaga iPendidikan iIslam, iJurnal iAl-

Ta’lim ijilid i1 inomor i5 iJuli i2013, ihlm i373., 
7

 iLatridis, iDemetrius, i1994, iSocial iPolicy: iInstitusional iContext iof iSocial iDevelopment iand iHuman 

iServices. iCalifornia: iBrooks/Cole iPublishing iCompany, ihlm.85. i 
8

 i iAhmad iRusdiana, iPengembangan iOrganisasi iLembaga iPendidikan, iBandung, iCv iPustaka iJaya, i2016, 

ihlm i135-136 



 

 

isebuah ikeputusan, isedangkan ikebijakan iyang itidak idisertai idengan ipengambilan 

ikeputusan isulit iakan imenemukan iwujudnya. 

Berdasarkan ilatar ibelakang ipenelitian iyang idikemukakan imaka iPeneliti 

imemandang ipenting idan itertarik iuntuk imengadakan ipenelitian idengan ijudul 

i“Implementasi iKebijakan iPendidikan iIslam iBerbasis iOrganisasi iMasyarakat 

i(ORMAS) i(Penelitian idi iUniversitas iHalim iSanusi iPersatuan iUmmat iIslam 

iBandung)” 

 

B. Rumusan iMasalah 

1. Bagaimana iProses iImplementasi iKebijakan iPenyelenggaraan iPendidikan 

iIslam idi iUniversitas iHalim iSanusi iPersatuan iUmmat iIslam iBandung i? 

2.  iBagaimana iEvaluasi iKebijakan iPenyelenggaraan iPendidikan iIslam idi 

iUniversitas iHalim iSanusi iPersatuan iUmmat iIslam iBandung i? 

3. Apa iFaktor iPendukung idan iPenghambat iDalam iImplementasi iKebijakan 

iPenyelenggaraan i iPendidikan iIslam iberbasis iOrganisasi iMasyarakat 

i(ORMAS) idi iUniversitas iHalim iSanusi iPersatuan iUmmat iIslam iBandung i? 

 

C. Tujuan iPenelitian 

1. Untuk imenganalisis iProses iImplementasi iKebijakan iPenyelenggaraan 

iPendidikan iIslam idi iUniversitas iHalim iSanusi iPersatuan iUmmat iIslam 

iBandung. 

2. Untuk imenganalisis iEvaluasi iKebijakan iPenyelenggaraan iPendidikan 

iIslam idi iUniversitas iHalim iSanusi iPersatuan iUmmat iIslam iBandung 

3. Untuk imenganalisis ifaktor ipendukung idan ipenghambat iDalam 

iImplementasi iKebijakan iPenyelenggaraan i iPendidikan iIslam iberbasis 

iOrganisasi iMasyarakat i(ORMAS) idi iUniversitas iHalim iSanusi 

iPersatuan iUmmat iIslam iBandung 

D. Kegunaan iPenelitian 

a. Kegunaan iTeoritis 

 Hasil idari ipenelitian idiharapkan idapat imemberikan ikontribusi ibagi 

ipeningkatan iIlmu iPendidikan iIslam, ikhususnya iteori iImplementasi iKebijakan 



 

 

iPendidikan iIslam iBerbasis iOrganisasi iMasyarakat i(ORMAS) i(Penelitian idi 

iUniversitas iHalim iSanusi iPersatuan iUmmat iIslam iBandung). i 

b. Kegunaan iPraktis 

 Penelitian iini idiharapkan idapat imemberikan iinformasi isecara 

ikomprehensif idalam iImplementasi iKebijakan iPendidikan iIslam iBerbasis 

iOrganisasi iMasyarakat i(ORMAS) i(Penelitian idi iUniversitas iHalim iSanusi 

iPersatuan iUmmat iIslam iBandung) imembawa iperubahan idalam iruang ilingkup 

itataran ipergutuan itinggi iterkhusus idi iUniversitas iHalim iSanusi iPersatuan 

iUmmat iIslam iBandung, iumumnya iuntuk isemua. iSelain iitu, ipenelitian iini 

idiharapkan imenjadi ialternatif ibagi iumat iIslam idalam imengambil ikebijakan idan 

ipolitik iuntuk imengembangkan ilembaga idan isistem ipendidikannya iketika 

iberkeinginan imenciptkan ikebijakan iyang ibaik iuntuk iseluruh ipihak. i 

E. Hasil iPenelitian iTerdahulu i 

Beberapa ihasil ipenelitian iterdahulu iyang isesuai idengan ijudul 

i“Implementasi iKebijakan iPendidikan iIslam iBerbasis iOrganisasi iMasyarakat 

i(ORMAS) i(Penelitian idi iUniversitas iHalim iSanusi iPersatuan iUmmat iIslam 

iBandung)” iadalah isebagai iberikut i: 

Pertama i: iJurnal iAhmad iSabri itahun i2013 iyang iberjudul i“ iKEBIJAKAN 

iDAN iPENGAMBILAN iKEPUTUSAN iDALAM iLEMBAGA iPENDIDIKAN 

iISLAM. i“ iHasil iPenelitian imengatakan iDasar iutama ikebijakan idan 

ipengambilan ikeputusan idalam ipendidikan iIslam iadalah ivisi idan imisi ipendidikan 

iIslam iitu isendiri. iOleh isebab iitu, iapapun ibentuk ikebijakan idan ikeputusan iyang 

idiambil isenantiasa imengacu ikepada ivisi idan imisi itersebut itanpa imengabaikan 

inilai-nilai iyang iterkandung idi idalamnya. iSecara iteknis, ipengambilan ikeputusan 

idalam ipendidikan iIslam imesti ididasarkan ikepada imusyawarah iuntuk imencapai 

imufakat isehingga ihasil idari ikeputusan isecara ibersama iitu idapat ipula 

idipertanggungjawabkan isecama ibersama. 

Kedua i: iJurnal iElih iYuliah itahun i2020 iyang iberjudul i: i“ 

iIMPLEMENTASI iKEBIJAKAN iPENDIDIKAN i“. iHasil ipenelitian 

imengatakan iImplementasi imerupakan ifaktor iterpenting idari isebuah ikebijakan 



 

 

iyang idilakukan, itermasuk idalam ihal iini ikebijakan idalam ibidang ipendidikan. 

iImplementasi ikebijakan, itermasuk ikebijakan ipendidikan, imerupakan iproses 

iyang ibersangkut ipaut idengan iperilaku ibadan iadministratif isebagai ipenanggung 

ijawab ipelaksanaan iprogram idan imenimbulkan iketaatan ipada ikelompok isasaran. 

iProses iimplementasi ibersangkut ipaut ipula idengan ifaktor ihukum, ipolitik, 

iekonomi, isosial iyang ilangsung imaupun itidak ilangsung iberpengaruh iterhadap 

iperilaku idari iberbagai ipihak iyang iterlibat idalam iprogram. iTujuan iimplementasi 

ikebijakan iadalah iuntuk imenetapkan iarah iagar itujuan ikebijakan idapat 

idirealisasikan. iDalam iimplementasi ikebijakan iterdapat iproses iyang iharus 

idilalui, istrategi idan ipendekatan itertentu iyang iharus iditempuh, iserta ibeberapa 

ikelengkapan idan ikecukupan iyang iharus idipenuhi. iHal iini isemata idemi 

imewujudkan ikeberhasilan idalam iimplementasi isuatu ikebijakan. iDemikian ipula 

ihalnya ikebijakan idalam ibidang ipendidikan. 

Ketiga i: iJurnal iMujhianto iSolichin itahun i2015 iyang iberjudul i: 

i“IMPLEMENTASI iKEBIJAKAN iPENDIDIKAN iDAN iPERAN iBIROKRASI 

i“. iHasil ipenelitian imengatakan iImplementasi ikebijakan idan iperan ibirokrasi idi 

ibidang ipendidikan idibutuhkan ibirokrasi ipendidikan iyang imampu iberadaptasi 

idengan idinamika iperubahan ilingkungan idan imemahami ikebutuhan imasyarakat 

iyang idilayani. iKinerja ibirokrasi imelalui iresponbilitas iharus iterus iditingkatkan 

iuntuk imenciptakan ipelayanan iprima iterutama imerespon ikepentingan ipublik. 

iLembaga ipendidikan imembutuhkan ipenghargaan idan iperlakuan ihumanis 

iketimbang idijadikan isasaran iekploitasi idan ikepentingan ipolitis ietis isemata iyang 

imenegasikan itujuan iutama idari ipendidikan iitu isendiri. iPeran ibirokrasi idi 

ilembaga isekolah ipada iakhirnya imenjadi ipuncak imodel iimplementasi ikebijakan 

ipada isatuan idan ijenjang ipendidikan. iDi isini idiperlukan iadanya ipembaharuan 

imanajemen ipada isatuan idan ijenjang ipendidikan itersebut. iProses ipembaharuan 

iatau iinovasi imanajemen imenjadi isuatu ikeniscayaan iuntuk imenyelesaikan 

ipersoalan-persoalan iyang itengah idihadapi. iProblem-problem itersebut idapat 

iberupa iusaha ipemerataan ipendidikan, ipeningkatan imutu, ipeningkatan iefisiensi 

idan iefektifitas ipendidikan iserta irelevansi ipendidikan. iTujuannya iagar isupaya 

ipenyebaran iide-ide iinovasi iyang idilakukan ibisa idiadopsi, idimanfaatkan idan 



 

 

ididesiminasikan iuntuk iperbaikan idan ipemecahan iproblematika ipendidikan idi 

iIndonesia. 

F.  iKerangka iPemikiran 

Secara ietimologis, ikebijakan imerupakan iterjemahan idari ikata ipolicy, ijuga 

idapat idijumpai idalam ibahasa ilain, iseperti iInggris, iLatin, iYunani, idan iSanskrit. 

iDalam ibahasa iInggris, iistilah iPolicy iberarti ikebijakan. iLatin i: ipoliteia; 

iPemerintahan isettled icourse iadopted iand ifollowed iby ia igovernment i(suatu icara 

iyang iditetapkan, idibuat, idan idilaksanakan ioleh ipemerintah, ipeseorangan, 

ikelompok, idan isebagainya). iPolis idalam ibahasa iYunani iberarti iNegara ikota. 

iPur idalam ibahasa iSanskrit iberarti ikota. iPolice idalam ibahasa iInggris iberarti 

imengurus imasalah iatau ikepentingan iumum, iatau ijuga iberarti iadministrasi 

ipemerintah. i
9 

Menurut iPoerwadarminta i(1984), ikebijakan iberasal idari ikata ibijak, iyang 

iartinya ipandai, imahir, iselalu imenggunakan iakal ibudi. iDengan idemikian, 

ikebijakan iadalah ikepandaian iatau ikemahiran. iDalam ibahasa iArab, idikenal 

idengan ikata iarif iyang iartinya itahu/mengetahui; icerdik/pandai/berilmu. iDengan 

idemikian, iseseorang iyang ibijak iadalah iseseorang iyang iarif, ipandai, idan iberilmu 

idalam ibidangnya. i iDalam ibahasa iBelanda iterdapat ikata i ibeleid, iyang idiartikan 

isebagai ibestuur i(pemerintahan), ioverleg i(pertimbangan/pemikiran;atau 

iomzchtigheid i(hati-hati). iDengan idemikian, iorang iyang ibijak iadalah ipemerintah 

iyang imemiliki ipemikiran iyang ihati-hati itentang isuatu ihal. 

Kebijakan iadalah iserangkaian ikonsep iyang idibuat idengan itujuan imenjadi 

ipedoman iuntuk iberlangsungnya isebuah irencana idengan isegala ipertimbangan 

iyang imatang iuntuk ikemaslahatan idan ikepentingan ibaik iinvidu, ikelompok iatau 

iorganisasi. iKebijakan isangat iberperan ipenting idalam iproses ibaik idalam 

ikehidupan ipribadi isehari-hari isampai ipada itata ikelola iNegara idan ikeumatan. i 

Pada idasarnya ikebijakan ipada isebuah iNegara ididalamnya iada iKebijakan 

iPendidikan. iKebijakan iPendidikan idipahami isebagai ibagian idari ikebijakan 

ipublik, iyaitu ikebijakan ipublic idalam ibidang ibidang ipendidikan. iDengan 
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idemikian, ikebijakan ipendidikan iadalah ibagian idari ikebijakan ipublic iuntuk 

ikemajuan ibersama iterfokus idalam ikamar ibidang ipendidkan. iJadi iKebijakan 

iPendidikan i(educational ipolicy) imerupakan ipenggabungan idari ikata ieducation 

idan ipolicy. iKebijakan iadalah iseperangakat iaturannya, isedangkan ipendidikan 

imenunjukkan ipada ibidangnya. i 

Carter iV. iGood i(Ali iImron, i1996:8) imendefinisikan ikebijakan ipendidikan 

isebagai iberikut.10
 i“… iEducational iPolicy ijudgement, idrived ifrom isome isystem 

iof ivalues iand isome iassessment iof isituasional ifactors, ioperating iwithin 

iinstituationalized ieducation ias ia igeneral iplan ifor iguiding idecision iregarding 

imeans iof iattaining idesired ieducational iobjectives…” i( isuatu ipertimbangan iyang 

ididasarkan iatas isistem inilai idan ibeberapa ipenilaian iterhadap ifaktor-faktor iyang 

ibersifat isituasional; ipertimbangan itersebut idijadikan isebagai idasar iuntuk 

imengoperasikan ipendidikan iyang ibesifat imelembaga; ipertimbangan itersebut 

imerupakan iperencanaan iumum iyang idijadikan isebagai ipedoman iuntuk 

imengambil ikeputusan, iagar itujuan iyang ibersifat imelembaga itercapai i). i 

Secara isederhana, ikerangka ipemikiran idi iatas ibisa idigambarkan idalam ibagan 

idi ibawah iini: 
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Tabel i1.1 iKerangka iPemikiran 

G. Definisi iOperasional i 

a. iImplementasi ikebijakan idapat idi isimpulkan iadalah itahapan iketiga isetelah 

itahap iperumusan imasalah ikebijakan iserta itahap iformulasi idan iadopsi ikebijakan. 

iUrutan iberikutnya isetelah itahap iimplementasi iadalah itahap imonitoring idan 

itahap ievaluasi. iPenentuan iisi idan iurutan itahapan iproses ikebijakan isendiri itidak 

ibersifat istatis. iPerbedaan iurutan idan iisi idapat idisebabkan ioleh iperbedaan 

iperspektif idan iteori iyang idigunakan idalam ipengambilan ikebijakan. iDengan 

idemikian, ipenentuan iini iberkembang isecara idinamis isesuai idengan ikeragaman 

isituasi idan ikondisi iyang idihadapi, imisalnya imeliputi ikeragaman istratifikasi 

ikebijakan, ijenis ikebijakan idan ilingkungan ikebijakan i(Hasbullah, i2015) 

b. iPendidikan iIslam, ipada iumumnya idipahami isebagai isuatu iciri ikhas, iyaitu 

ijenis ipendidikan iyang iberlatar ibelakang ikeagamaan. iDapat ijuga idigambarkan 

ibahwa ipendidikan iyang imampu imembentuk i“manusia iyang iunggul isecara 

iintelektual, ikaya idalam iamal, idan ianggun idalam imoral”. iHal iini iberarti imenurut 

icita-citanya ipendidikan iIslam imemproyeksi idiri iuntuk imemproduk i“insan 

ikamil”, iyaitu imanusia iyang isempurna idalam isegala ihal, isekalipun idiyakini ibaru 

i(hanya) iNabi iMuhammad iSAW iyang itelah imencapai ikualitasnya. iPendidikan 

Peran iOrganisasi 

iMasyarakat i(ORMAS) 

idalam irangka iikut iserta 

imenentukan 

iImplementasi 

iKebijakan ipada isebuah 

ilembaga iPendidikan 

iIslam i 

Proses iImplementasi 

iKebijakan iPendidikan 

iIslam iberbasis 

iorganisasi imasyarakat 

i(ORMAS) 

 

-Untuk iMengetahui 

ibagaimana iproses idari 

iImplementasi iKebijakan 

iberbasis 

iorganisasiMasyarakat 

i(ORMAS) ipada isebuah 

ilembaga iPendidikan 

iIslam 
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Membahas itentang 

itentang iproses 

iImplementasi idan 

ievaluasi iKebijakan 

iPendidikan iIslam 

iberbasis iOrganisasi 

iMasyarakat 

i(ORMAS) iserta 

ifaktor-faktor 

iPendukung idan 

iPenghambat idi iUHS 

iPUI iBandung 

idalamnya. i 



 

 

iIslam idijalankan iatas iroda icita-cita iyang idemikian idan isebagai ialternatif 

ipembimbingan imanusia iagar itidak iberkembang iatas ipribadi iyang iterpecah, isplit 

iof ipersonality, idan ibukan ipula ipribadi itimpang i(Muslih iUsa idan iAden iWijdan 

iSZ, i1997). 

c. iOrganisasi iKemasyarakatan iyang iselanjutnya idisebut iOrmas iadalah iorganisasi 

iyang ididirikan idan idibentuk ioleh imasyarakat isecara isukarela iberdasarkan 

ikesamaan iaspirasi, ikehendak, ikebutuhan, ikepentingan, ikegiatan, idan itujuan 

iuntuk iberpartisipasi idalam ipembangunan idemi itercapainya itujuan iNegara 

iKesatuan iRepublik iIndonesia iyang iberdasarkan iPancasila idan iUndang-Undang 

iDasar iNegara iRepublik iIndonesia iTahun i1945.11 
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